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PERATURAN BUPATI PASANGKAYU NOMOR 11 TAHUN 2026 TENTANG PENGADAAN, PERSYARATAN,  
PENGANGKATAN, PENEMPATAN, BATAS USIA, MASA KERJA,  HAK, KEWAJIBAN, DAN PEMBERHENTIAN 
PEJABAT PENGELOLA  DAN PEGAWAI YANG BERASAL DARI TENAGA PROFESIONAL LAINNYA PADA 
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT 

ABSTRAK - untuk  melaksanakan  ketentuan  Pasal  4  PeraturanMenteri Dalam Negeri Republik 

Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang  Badan  Layanan  Umum  Daerah,  perlu  

mengatur Peraturan  Bupati  tentang  Pengadaan,  Persyaratan, Pengangkatan,  

Penempatan,  Batas  Usia,  Masa  Kerja,  Hak, Kewajiban  dan  Pemberhentian  Pejabat  

Pengelola  dan  Pegawai yang  Berasal  dari  Tenaga  Profesional  Lainnya  pada  Badan 

Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat. 

. 
- 

 
- Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi pengadaan, pengangkatan, 

penempatan, hak dan kewajiban, larangan, penilaian kinerja pegawai BLUD, 

pemberhentian dan pembiayaan. Pengadaan  pejabat  pengelola  dan  pegawai  yang  

berasal  dari tenaga profesional lainnya pada BLUD Puskesmas, meliputi: perencanaan 

pengadaan, penetapan kebutuhan, pelaksanaan pengadaan. 

Pengadaan  pejabat  pengelola  dan  pegawai  yang  berasal  dari tenaga  profesional  

lainnya  pada  BLUD  Puskesmas dilaksanakan dengan seleksi meliputi seleksi 

administrasi, ujian tertulis, ujian teknis dan wawancara. Tim pengadaan pejabat 

pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga  profesional  lainnya  pada  BLUD  

Puskesmas  menetapkan hasil  kelulusan  seleksi  dengan  berita  acara  pengadaan  

pejabat pengelola  dan  pegawai  yang  berasal  dari  tenaga  profesional lainnya pada 

BLUD Puskesmas. 

 

 

CATATAN : - Peraturan Bupati ini Ditetapkan di Pasangkayu pada tanggal 28 Juli 2026. 

Dasar hukum peraturan daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 7 Tahun 

2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

UU No. 1 Tahun 2026; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana  telah  diubah  beberapa

 kali,  terakhir  dengan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2026; Permendagri No. 79

 Tahun 2018. 


